
BUPATI DOMPU 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI DOMPU 
NOMOR 21 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 42 
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DOMPU, 

Menimbang : a. bahwa ketentuan Peraturan Bupati Dompu Nomor 

42 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Dompu Nomor 08 Tahun 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 8) perlu 

dilakukan perubahan kedua karena adanya 

pergeseran anggaran : 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Tentang Perubahan kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022. 

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam 

Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958



Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1655), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik



NI). 

Iu 

12: 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575), 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6177), 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur 

Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik



13, 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di 

Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209): 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentangPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanP 

emerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041): 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentangHakKeuangandanAdministratifPimpinandan 

AnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 754), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 

Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan



19. 

20. 

2 

22, 

23. 

Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1067), | 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1777), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah



Menetapkan 

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431): 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 926): 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 

Nomor 07), 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Daerah 

Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 09). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 42 TAHUN 

2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu 

Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 

42) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Perubahan Peraturan Bupati Dompu 08 Tahun 

2022 Nomor 08) tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 

08) perlu diubah.



1. Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, ayat (2), 

ayat (3), dan ayat (7) dalam Pasal 9 diubah, sehingga 

Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 9 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan 

sebesar Rp.810.729.317.442,00 (Delapan Ratus 

Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan 

Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus 

Empat Puluhb Dua Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja pegawai, 

b. Belanja barang dan jasa: 

c. Belanja bunga, 

d. Belanja subsidi, 

e. Belanja hibah: dan 

f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.455.493.707.697,00 (Empat Ratus Lima Puluh 

Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga 

Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus 

Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.315.065.599.745,00 (Tiga Ratus Lima Belas 

Milyar Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus 

Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus 

Empat Puluh Lima Rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol 

rupiah). 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 

(nol rupiah).



(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp.32.717.510.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar 

Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus 

Sepuluh Ribu Rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp.7.452.500.000,00 (Tujuh Miliar Empat Ratus 

Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). 

2. Ketentuan ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, ayat (3), 

ayat (4), dan ayat (5) dalam Pasal 11 diubah, sehingga 

Pasal 11 berbunyi sebagai beikut: 

Pasal 11 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar 

Rp.194.445.422.437,00 (Seratus Sembilan Puluh 

Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta 

Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus 

Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja modal tanah, 

b. Belanja modal peralatan dan mesin, 

c. Belanja modal gedung dan bangunan: 

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, 

e. Belanja modal aset tetap lainnya, dan 

f. Belanja modal aset tidak berwujud. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.1.080.000.000,00 (Satu Miliar Delapan Puluh 

Juta Rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp.32.387.533.188,00 (Tiga Puluh Dua 

Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima 

Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh 

Delapan Rupiah).



(4) Belanja modal gedung dan bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp.41.074.718.760,00 

(Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Puluh Empat Juta 

Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus 

Enam Puluh Rupiah). 

(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp.118.853.970.489,00 

(Seratus Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Lima 

Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu 

Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 

sebesar Rp.1.049.200.000,00 (Satu Miliar Empat 

Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). 

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan 

sebesar Rp.0,00 (nol rupiah). 

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan 

sebesar Rp.10.272.614.000,00 (sepuluh milyar Dua 

Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Belas 

Ribu rupiah). 

Pasal II 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 42 

Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dilakukan 

perubahan dalam Pasal 20 pada Lampiran I dan II 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal HI 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu. 

Ditetapkan di Dompu 

Pada tanggal 16 Februari 2022 

B MPU, 

KAD ELANI 

Diundangkan di Dompu 

Pada tanggal 17 Febrgtari 2022 

BERITA DKERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 344


